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"Di Usianya yang ke-18, 
Semoga kita di SPI Semakin 
Semangat  Perjuangkan 
Petani Kecil"

18 Tahun SPI, Bangun dan 
Perkuat Koperasi Tani

8 Juli 1998 - 8 Juli 2016, Serikat Petani Indonesia (SPI) genap berusia 18 tahun. Organisasi yang dideklarasikan di Desa Lobu Rappa, Kabupaten 
Asahan, Sumatera Utara ini telah menjelma menjadi salah satu ormas tani terbesar di Indonesia. Edisi kali ini akan mengupasnya lebih lanjut.
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18 Tahun SPI, Bangun dan 
Perkuat Koperasi Tani

18 Tahun SPI, Terus Bekerja 
Sesuai Mandat Petani

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) tahun ini memasuki usianya yang ke-18. Tepat 18 tahun lalu, 8 Juli 1998 SPI didirikan oleh pejuang tani di 
Desa Lobu Roppa, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kini SPI menjelma menjadi organisasi massa petani terbesar di Indonesia.

Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, sebagai organisasi tani yang dibangun dari perjuangan kaum tani, usia 18 tahun sudah cukup 
lama dalam perjuangkan petani. SPI berjuang mulai dari level desa sampai tingkat nasional dan internasional.

“Perjuangan soal tanah, soal reforma agraria, SPI telah mereklaiming ratusan ribu hektar lahan di berbagai wilayah di Indonesia, dan berhasil 
membangun kehidupan di atasnya,” tutur Henry di Jakarta pagi ini (08/07).

Henry melanjutkan, SPI juga telah melakukan transformasi model pertanian dari konvensional yang masih bergantung kepada input kimia ke 
pertanian agroekologis yang alami dan ramah lingkungan.

“SPI sudah melakukan konservasi benih-benih lokal, yang jadi andalan untuk pertanian,” tuturnya.
Di tingkat nasional, Henry melanjutkan, SPI akan terus mendesak pemerintah untuk merealisasikan reforma agraria, mendistribusikan 

sembilan juta hektar lahan kepada petani tak bertanah.
“Di level internasional, bersama La Via Campesina (organisasi petani dunia, red), kita akan tetap intensif mengawal penyusunan deklarasi Hak 

Asasi Petani di Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Semoga tahun depan, tahun 2018 sudah jadi deklarasi internasional,” paparnya.
Henry menyampaikan, di level basis SPI bertekad untuk membangun dan memperkuat koperasi-koperasi tani.
“Setelah tanah didapat, benih dikuasai, model pertanian diubah, saatnya untuk memperkuat kelembagaan usaha produksi petani. Membangun 

dan memperluas koperasi untuk mengelola usaha-usaha petanu kita, ini bagian yang sangat penting untuk memperkuat ekonomi,” terangnya.
“Tahun ini SPI mencanangkan untuk membangun ribuan koperasi di anggota kita,” sambungnya.
Henry menambahkan SPI tetap akan memperkuat keorganisasiannya dari tingkat basis hingga nasional, agar bisa desak pemerintah untuk 

laksanakan reforma agraria.
“Yang pasti kita akan membangun dan memperkuat koperasi sebagai soko guru kekuatan ekonomi Indonesia. Tanpa koperasi yang kuat, 

ekonomi rakyat tidak akan berkembang,” tambahnya.
“Apalagi koperasi tidak ditegakkan, kesenjangan ekonomi akan terus meluas, korporasi-korporasi akan mengambil alih semua sektor 

kehidupan,” tutupnya. ###

JAMBI. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Jambi menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) SPI ke-18 di Pusdiklat 
SPI Jambi, di Jambi (09/07).

Dalam acara ini Wakil Ketua Majelis Nasional Petani (MNP) Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI J. J. Polong, menyampaikan pentingnya terus 
membangun dan mengembangkan organisasi SPI yang telah terbukti setidaknya 18 tahun bekerja untuk anggotanya, petani kecil, buruh tani, petani 
penggarap, petani tak bertanah.

“18 tahun SPI telah bekerja bersama ratusan ribu petani dan terbukti telah dirasakan manfaatnya, oleh karena itu marilah terus kita perkuat 
persatuan dan kesatuan kaum tani untuk mempererjuangkan kesejahteraan petani dan rakyat Indonesia pada umumnya,” papar J. J. Polong.

Hal senada dituturkan oleh Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jambi Sarwadi. Ia berharap agar peringatan HUT SPI ke 18 bisa dijadikan 
momentum untuk terus bekerja dan berjuang sesuai dengan mandat petani.

“SPI lahir dari kampung oleh pejuang-pejuang petani yang ingin membuat petani berdaulat dan mandiri. Semoga di usianya yang ke-18 SPI 
akan tetap berada di rel perjuangannya menegakkan pembaruan agraria untuk kedaulatan pangan dan keadilan sosial,” kata Sarwadi.

Dalam acara yang sekaligus halal bi halal Idul Fitri 1437 H ini, juga disampaikan tausyiah agama mengenai pentingnya bersilaturahmi dan 
berserikat/berkumpul untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. 

“SPI bisa menjadi wadah silaturahmi antara kita petani, sekaligus untuk memperkuat kesatuan kaum tani,” tambahnya.#

Foto: Aksi Petani SPI Rayakan Hari Tani Nasional 24 September. 18 tahun usianya, SPI telah menjelma menjadi salah satu ormas tani terbesar di Indonesia.

Foto: Perayaan sederhana Ulang Tahun SPI ke-18 di Jambi
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18 Tahun SPI: Perayaan 
di Medan, Lampung, dan 
Batang

MEDAN. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Serikat Petani Indonesia (SPI) 8 Juli 2016 tahun ini berdekatan momennya dengan perayaan Hari 
Raya Idul Fitri 1437 H. Oleh karena itu beberapa Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI di berbagai provinsi di Indonesia memperingatinya sekaligus 
dengan momen silaturahhmi dan halal bi halal Idul Fitri 1347 H.

Dari Medan, Sumatera Utara, peringatan 18 tahun SPI dihadiri oleh Ketua Umum SPI Henry Saragih. Dalam sambutannya Henry menyampaikan 
SPI harus tetap konsisten berada di garis perjuangan, memperjuangkan hak-hak anggotanya, petani kecil, petani tak bertanah, buruh tani, petani 
penggarap.

“Pencapaian 18 tahun SPI sudah bisa kita saksikan, mulai dari level basis hingga level internasional. Mulai dari reclaiming lahan ratusan ribu 

hektar, hingga memperjuangkan 
agar hak asasi petani menjadi 
sebuah deklarasi internasional di 
Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss,” 
papar Henry di Medan, kemarin, 
Rabu (13/07).

Henry melanjutkan, ke 
depannya, hingga 2019, SPI 
bertekad untuk mereklaiming satu 
juta hektar lahan.

“Jumlah satu juta hektar lahan 
ini cukup realistis karena Presiden 
Jokowi punya janji untuk melakukan 
reforma agraria, mendistribusikan 
sembilan juta hektar lahan kepada 
petani. Oleh karena itu, kita di SPI 
juga harus siap,” ungkapnya.

Henry menambahkan, SPI akan 
memperkuat internal organisasi 
dan membangun serta memperkuat 
koperasi tani, untuk menopang 
ekonomi rakyat tani.

“Insya Allah kita akan bangun 
ratusan koperasi,” kata Henry 
kepada seratusan peserta halal bi 
halal dan peringatan 18 tahun SPI.

Hal senada disampaikan 
Zubaidah, Ketua Badan Pelaksana 
Wilayah (BPW) SPI Sumatera Utara. 
Ia menyebutkan, di usianya yang 
ke-18 SPI telah bertransformasi 
menjadi salah satu organisasi 
massa petani terbesar di Indonesia.

“Pasang surut organisasi ini 
telah kita lalui bersama. Bersama 
SPI mari kita buat petani berdaulat,” 
ungkapnya.

Lampung
Dari Lampung, peringatan 

18 tahun SPI dilaksanakan di 
sekretariat DPW SPI Lampung di 
Pringsewu. Acara ini dilaksanakan 
dengan sederhana dan sekaligus 
halal bi halal Idul Fitri 1437 H 
antara sesama pengurus.

Ketua BPW SPI Lampung 
Muhlasin menyampaikan, di 
usianya yang ke-18 para petani 
dan pengurus SPI Lampung 
berkonsentrasi untuk lebih 
meningkatkan kualitas dalam 

berorganisasi.
“Mulai membangun militansi, pengetahuan, keterampilan, hingga melengkapi kepengurusan mulai dari tingkat DPW hingga ke basis,” kata Foto: Henry Saragih Ketua Umum SPI memberikan sambutannya dalam peringatan Ulang Tahun SPI ke-18 di Medan

Foto: Nasi tumpeng pada saat perayaan Hari Ulang Tahun ke-18 oleh DPW SPI Lampung.

Bersambung ke halaman 11
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Profil Kemiskinan di Indonesia 2016: 
Dalam Angka Berkurang, Namun 
di Desa Makin Dalam dan Parah

JAKARTA. Berita Resmi Statistik tentang Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2016 diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 18 Juli 
2016 kemarin. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin—penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan—pada 
Maret 2016 di Indonesia mencapai 28,01 juta jiwa atau sebesar 10,86 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Berdasarkan profil kemiskinan BPS, walaupun dari sisi jumlah kemiskinan di perdesaan menurun, namun secara persentase penduduk miskin 
meningkat. Pada bulan Maret 2015 persentase penduduk miskin perdesaan sebesar 14,21 persen, lalu turun pada September 2015 menjadi 14,09 
persen kemudian naik 0,02 persen di bulan Maret 2016 menjadi 14,11 persen. Bila mengacu data Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus menurun—
dari 102,55 pada Januari 2016 menjadi 101,47 pada Juni 2016—maka wajar jika persentase kemiskinan di perdesaan meningkat, karena usaha 
pertanian menurun.

“Oleh karena itu, kami menyatakan bahwa indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan dearah perdesaan dalam satu 
tahun ini meningkat,” ujar Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI).

Indeks kedalaman kemiskinan daerah perdesaan pada Maret 2015 sebesar 2,55 atau lebih rendah dari bulan Maret 2016 sebesar 2,74. Hal ini 
menunjukan bahwa ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih tinggi. Seiring 
dengan itu, indeks keparahan kemiskinan daerah perdesaan pada periode yang sama juga meningkat dari 0,71 menjadi 0,79.

“Dalam satu tahun ini, di daerah perdesaan, penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan adalah beras. Ini ‘kan paradoks, terutama untuk 
Indonesia yang mengusung kedaulatan pangan,” ujar Henry lagi.

“Berarti masih ada yang salah secara fundamental, “ tukas Henry. “Pemerintah tidak menjalankan kedaulatan pangan sebagaimana yang 
dinyatakan di dalam Nawa Cita.”

“Alih-alih menjalankan redistribusi kemakmuran dan sumber daya agraria, hampir dua tahun ini pemerintah justru melanjutkan keberpihakan 
terhadap modal besar—dengan deregulasi di Paket Ekonomi dan pembagian tanah kepada perusahaan gula dan pangan.

Berdasarkan laporan bulanan data sosial ekonomi BPS bulan Juli 2016, dalam kurun waktu Februari 2015 – Februari 2016 tenaga kerja 
pertanian berkurang sebanyak 1,83 juta jiwa: dari angka 40,12 juta jiwa turun menjadi 38,29 juta jiwa. “Ini berarti bertani tidak menarik lagi. Harus 
diubah secara fundamental: pemerintah harus memberi rakyat insentif untuk bertani,” pungkas Henry.#

Sumber: BPS, diolah oleh SPI

KANADA. La Via Campesina, gerakan petani internasional, berpartisipasi dalam acara Forum Sosial Dunia (World Social Forum) di Montreal, Quebec, 
Kanada (9-14 Agustus 2016). Carlos Marenres, salah seorang koordinator La Via Campesina Amerika Utara menyampaikan, kalau dirinya tidak 
hanya percaya kalau dunia ini membutuhkan alternatif lain, malahan para anggota La Via Campesina saat ini sedang membangun alternatif untuk 
dunia yang lebih baik.

Dalam forum ini, delegasi La Via Campesina (LVC) sampai kepada sebuah deklarasi. Berikut ini teks lengkapnya:
Kami, perwakilan organisasi anggota La Via Campesina dari daerah Amerika Utara (Union Paysanne dari Quebec, Serikat Petani Nasional 

Kanada, National Family Farm Coalition, Koalisi Pedesaan dan Proyek Pekerja Pertanian Perbatasan dari Amerika Serikat), didampingi oleh anggota 
LVC dari Eropa , Palestina dan Brasil mengambil bagian dalam Forum Sosial Dunia di Montreal, Quebec dari 09-14 Agustus 2016.

Foto: Delegasi La Via Campesina dalam Forum Sosial Dunia (World Social Forum-WSF) di Quebec, Kanada, 14/08/2016.

Bersambung ke halaman 10
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Deklarasi La Via Campesina tentang 
Perdagangan, Pasar dan Pengembangan 
dalam Konteks UNCTAD 2016 di Nairobi, Kenya
"Kedaulatan Pangan adalah hak masyarakat atas pangan yang sehat dan sesuai dengan budaya yang dihasilkan melalui metode yang ramah lingkungan 
dan berkelanjutan, dan hak mereka untuk menentukan pangan dan sistem pertanian mereka sendiri. Ini menempatkan dan mengutamakan aspirasi 
dan kebutuhan mereka yang memproduksi, mendistribusikan dan mengkonsumsi makanan di jantung sistem dan kebijakan pangan daripada 
tuntutan pasar dan korporasi. "- Deklarasi Nyeleni tentang Kedaulatan Pangan (Mali, 2007)

NAIROBI. Dalam konteks sidang keempatbelas Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) pada 17-22 Juli 2016 di 
Nairobi, Kenya, kami dari La Via Campesina menegaskan kembali komitmen kami untuk Kedaulatan Pangan dan Hak atas pangan serta tekad kita 
untuk mengakhiri apa yang disebut "paradigma perdagangan bebas" neoliberalisme dan "pembangunan berbasis pasar" skema yang hanya berfungsi 
untuk mengkonsolidasikan kendali perusahaan atas sistem pangan kita. Sebagai badan PBB, kami berharap UNCTAD dan negara-negara anggotanya 
memprioritaskan proses demokratis dan partisipatif yang bertujuan menghasilkan kebijakan yang mempromosikan kedaulatan pangan. UNCTAD 
seharusnya tidak mempromosikan hal-hal sejenis FTA (Perjanjian Perdagangan Bebas), termasuk Perjanjian Kemitraan Ekonomi Uni Eropa (EPA) 
di Afrika, yang satu demi satu telah mengakibatkan lebih banyak kelaparan, kemiskinan, dan pengucilan bagi orang-orang di seluruh dunia.

La Via Campesina adalah sebuah gerakan internasional yang menyatukan jutaan petani, petani-kecil dan menengah, orang yang tidak memiliki 
lahan, petani perempuan, masyarakat adat, migran dan buruh tani dari seluruh dunia. Kami mempertahankan sistem pangan agroekologi berbasis 
petani sebagai cara untuk mempromosikan keadilan sosial dan martabat dan kami sangat menentang pertanian yang berbasiskan perusahaan 
dan perusahaan transnasional yang menghancurkan sistem pangan kami, masyarakat, dan lingkungan. Kami terdiri dari 164 organisasi lokal dan 
nasional di 73 negara dari Afrika, Asia, Eropa dan Amerika. Secara keseluruhan, kami mewakili sekitar 200 juta petani. Kami adalah sebuah gerakan 
otonom, pluralis dan multikultural, independen dari semua jenis politik, ekonomi atau lainnya afiliasi.

Pada UNCTAD
Kami dari La Via Campesina sangat menyambut penerbitan Laporan UNCTAD tahun 2015 berjudul "Rakyat Petani dan Pembangunan Komoditi 

Berkelanjutan" dan pengakuan dari peran penting kami dalam produksi pangan dan pasar, serta perlunya pemerintah dan lembaga-lembaga 
multilateral untuk bekerja secara langsung dengan kami untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs). Namun, kami sangat 
menentang berbagai rekomendasi laporan itu, yang sebagian besar mendukung komodifikasi produksi pertanian kami. Kami tegas menolak premis 
yang mendasari laporan yang hanya sebagai pencari laba sukses, atau "perusahaan bisnis". Kami juga mengecam upaya berkelanjutan untuk 
mengkomersialkan pangan dan gizi, dan mengingatkan semua orang yang berkumpul di UNCTAD 14 bahwa pangan adalah Hak Asasi Manusia.

UNCTAD yang kita lihat menyajikan paradigma perdagangan neoliberal pasar bebas yang berdiri di kontras dengan paradigma kedaulatan 
pangan di mana petani kecil adalah aktor sosial, budaya, dan sejarah yang membuat keputusan berdasarkan keragaman pribadi, etika, dan faktor 
budaya, bukan hanya berdasarkan keuntungan, bisnis dan pasar. Alih-alih skema promosi dagang perusahaan yang didukung, kami ingin UNCTAD  
melindungi kami dari FTA yang merusak yang dipromosikan oleh WTO seperti TTIP, TPP, CETA, Tisa, EPA, dan mereka yang disebut investor-Negara 
Penyelesaian Sengketa (ISDS). Kami, para petani di dunia, saat ini memberi makan mayoritas masyarakat global, dan kami melakukannya terlepas 
dari berbagai Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) yang bertujuan untuk menggusur produksi petani dan perdagangan di seluruh dunia.

Produksi Berbasiskan Petani Kecil dan Pasar Lokal
Secara global, lebih dari 80% dari petani kecil beroperasi di pasar makanan lokal dan domestik, dengan mayoritas perdagangan melalui cara-

cara informal. Pasar yang sangat beragam ini adalah tempat dimana pangan seluruh dunia terdistribusi. Mereka beroperasi dalam ruang lingkup 
lokal melintasi batas daerah dan mungkin terletak dalam konteks pedesaan, pinggiran kota atau perkotaan.

Pasar ini secara langsung terkait dengan sistem pangan lokal, nasional dan atau regional: makanan bersangkutan diproduksi, diproses, 
diperdagangkan dan dikonsumsi, membantu nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Pasar lokal bisa berlangsung secara terstruktur atau ad 
hoc, atau secara informal yang menyediakan fleksibilitas yang lebih besar bagi petani kecil dan lebih sedikit hambatan untuk masuk, dan kontrol 
lebih besar atas harga dan kondisi pasar. Mereka melakukan beberapa fungsi di luar bursa komoditas, bertindak sebagai ruang untuk interaksi 
sosial dan pertukaran pengetahuan. Ini adalah pasar yang paling penting, terutama bagi perempuan pedesaan, memberikan kontribusi signifikan 
terhadap pemenuhan hak kita untuk pangan dan gizi.

Meskipun penting, pasar informal sering diabaikan dalam sistem pengumpulan data yang berdampak negatif pada dasar bukti untuk 
menginformasikan kebijakan publik. Petani perempuan kebanyakan beroperasi di pasar informal, berkontribusi penting untuk sistem pangan, 
termasuk distribusi pangan, dan pertumbuhan ekonomi tetap sebagian besar tidak terlihat dalam proses pembuatan kebijakan perdagangan dan 
pembangunan dan, mereka menghadapi hambatan sosial-ekonomi tertentu dalam mengakses sumber daya dan peluang pemasaran yang dihasilkan 
di marjinalisasi lebih lanjut dan pelanggaran hak-hak mereka. Mengingat pentingnya mereka untuk keamanan pangan dan mata pencaharian petani 
kecil, kebijakan dan investasi publik harus berorientasi pada penguatan, perluasan dan melindungi pasar petani- lokal dan domestik.

Kami menyerukan kepada UNCTAD dan negara-negara anggotanya untuk mendukung pengumpulan data yang komprehensif tentang pasar 
lokal, domestik dan informal-baik di pedesaan dan perkotaan terkait dengan wilayah untuk meningkatkan dasar bukti untuk kebijakan, termasuk 
data terpilah, dan menggabungkan ini sebagai aspek reguler sistem pengumpulan data nasional dan internasional.

Kami merekomendasikan harga yang transparan dan adil dari semua produk pertanian yang menyediakan remunerasi penuh atas pekerjaan 
petani dan investasi mereka sendiri, termasuk perempuan pedesaan. Kebijakan harga harus memberikan petani akses ke informasi pasar yang tepat 

waktu dan terjangkau untuk memungkinkan mereka untuk membuat keputusan tentang apa, kapan dan di mana untuk menjual, menjaga terhadap 
penyalahgunaan kekuasaan pembeli, khususnya di pasar terkonsentrasi.

Kami menuntut program pengadaan publik dan kelembagaan yang memungkinkan petani bergantung pada permintaan rutin dan stabil untuk 
produk pertanian dengan harga yang adil dan bagi konsumen untuk mengakses makanan sehat, bergizi, beragam, segar dan diproduksi secara 
lokal, termasuk selama krisis dan konflik. Kami ingin program pengadaan ini untuk melayani lembaga-lembaga publik seperti sekolah, rumah sakit, 
penjara, rumah untuk kantin orang tua dan masyarakat pelayan, dengan menyediakan makanan yang diproduksi oleh petani melalui mekanisme 
partisipatif yang melibatkan mereka dalam proses. Kami mengulangi desakan kami untuk solusi permanen untuk masalah stockholding publik 
- mengingat ketidakseimbangan dalam tunjangan dukungan domestik yang diberikan kepada negara-negara maju - dan komitmen kami untuk 
membangun program pengadaan publik dan kelembagaan yang kuat.

Agar ini berhasil, kita mengingatkan pemerintah nasional bahwa mereka harus menjamin akses yang adil dan merata ke tanah, air, wilayah, dan 
keanekaragaman hayati, merujuk ke Pedoman tentang Pemerintahan yang bertanggung jawab akan penguasaan lahan, perikanan dan kehutanan 
dalam konteks ketahanan pangan nasional.

Pangan adalah hak asasi manusia dan tidak harus diperlakukan seperti komoditi sederhana. Kami menyerukan Konferensi UNCTAD 2016 untuk 
memikirkan kembali bagaimana membahas masalah pangan dan hubungannya dengan perdagangan dan pembangunan. Petani berada di jantung 
dari produksi pangan dan apa yang sangat kita butuhkan adalah kedaulatan pangan - membutuhkan perlindungan dan menasionalisasikan kembali 
pasar pangan nasional, mempromosikan produksi dan konsumsi lokal, perjuangan untuk tanah, pertahanan wilayah masyarakat adat, dan reforma 
agraria yang luas - bukan janji-janji palsu dari revolusi hijau yang berorientasikan produksi dengan premis-premis palsu dan mengenyampingkan 
kehidupan petani.

Kami mengingatkan pemerintah bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan berkualitas publik untuk kehidupan yang 
bermartabat di pedesaan (kesehatan, pendidikan, dll), dan bahwa kewajiban ini tidak dapat dipenuhi tanpa harga yang wajar yang melindungi 
petani lokal perusahaan transnasional yang rakus dan sistem perdagangan internasional yang saat ini hanya melayani kepentingan agribisnis dan 
elit korporasi lainnya. Sebagai badan PBB, UNCTAD harus berjuang untuk menjadi koheren dengan upaya berkelanjutan lainnya, termasuk namun 
tidak terbatas pada realisasi efektif dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bersama dengan sekutu di Nairobi, dan di seluruh dunia, kami 
mengundang semua untuk bergabung dengan kami dalam perjuangan untuk kedaulatan pangan dan mengakhiri "perdagangan bebas" perusahaan 
yang dipimpin dan dipromosikan melalui lembaga s seperti WTO.

Pangan adalah hak asasi, bukan komoditas. Kedaulatan pangan sekarang juga! Globalkan perjuangan, globalkan harapan!

Foto: Delegasi La Via Campesina dalam forum UNCTAD 2016 di Nairobi, Kenya.
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Muhlasin (13/07).
Muhlasin berharap ke depannya SPI akan lebih bermanfaat bukan hanya untuk petani anggotanya, tapi bagi seluruh petani Indonesia 

keseluruhan.
“Insya Allah kalau kita semua serius, SPI akan semakin besar ke depannya,” kata Muhlasin sambil memotong nasi tumpeng yang dibuat khusus 

untuk peringatan HUT SPI ke-18.

Batang
Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, peringatan HUT SPI ke-18 juga dilaksanakan bersamaan dengan halal bi halal Idul Fitri ke-18.
Dalam acara ini, Mugi Ramanu, Majelis Nasional Petani (MNP) Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI menyampaikan semoga SPI tetap konsisten 

mewujudkan reforma agraria sejati untuk kedaulatan pangan dan keadilan sosial.
“SPI harus terus kawal pemerintah, agar reforma agraria segera dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK di tahun kedua pemerintahanya ini. 

Semoga perpresnya bisa selesai tahun ini,” tegasnya, Selasa (12/07).
“Kita di SPI juga harus siap, mengolah lahan redistribusi yang jadi obyek reforma agraria yang dijanjikan seluas 9 juta hektar, menjadi lahan 

pertanian pangan produktif untuk Indonesia yang berdaulat pangan,” tutupnya.

Sambungan dari hal. 5

Foto: Diskusi sekaligus halal bi halal menyambut ulang tahun SPI ke-18

Kami disini disambut dengan hangat oleh Union Paysanne dan menegaskan kembali dukungan kami untuk perjuangan mereka untuk 
mengakhiri kontrol sindikat-monopoli pertanian di Quebec, menambahkan suara kita untuk permintaan bahwa "Tidak ada Kedaulatan Pangan 
Tanpa Kedaulatan Petani".

Dalam konferensi pers kami tanggal 11 Agustu,s Maxime Laplante menyatakan: "Situasi Quebec sangat khusus karena di Quebec hanya ada satu 
organisasi yang memiliki hak untuk mewakili petani di sini, untuk bernegosiasi dengan pemerintah atau untuk campur tangan dalam pengelolaan 
rencana pemasaran, pemasaran, dll. Organisasi itu adalah Union des Producteurs AGRICOLES (UPA). UPA adalah satu-satunya organisasi di Quebec 
yang punya dasar hukum dan diizinkan untuk mewakili petani. "

Koordinator La Via Campesina Amerika Utara dan Wakil Ketua National Family Farm Coalition Dena Hoff menyatakan: "Seluruh anggota La Via 
Campesina mendukung penuh Union Paysanne dalam usaha untuk menuntut pengakuan oleh pemerintah Quebec sebagai suara petani kecil yang 
berjuang untuk kedaulatan pangan. "

Delegasi LVC cukup antusias berpartisipasi dalam pawai pembukaan, di banyak lokakarya, panel dan majelis pada tema kedaulatan pangan, 
hak atas pangan, masyarakat post-ekstraktif, agroekologi dan masyarakat reforma agraria, dan masa depan WSF, di antara banyak topik, bersama-
sama dengan aliansi seperti ETC Group, Grain, Climate Space, The Indigenous Environmental Network (IEN), Global Justice Now, USC Canada, SUCO, 
Why Hunger, Grassroots Global Justice Alliance, Global Forest Coalition, Focus on the Global South, Development and Peace, Inter-Pares, Vigilance OGM 
Québec, dan lainnya.

Dena Hoff menyatakan: "Perjuangan untuk kedaulatan pangan akan menang dengan sejuta upaya akar rumput".
Pada saat krisis di dunia semakin parah seperti penderitaan besar migran yang lari dari perang, meningkatnya kemiskinan dan kelaparan, 

cuaca ekstrim, perampasam lahan dan sumber daya alam oleh perusahaan, ekspansi dan konsolidasi perusahaan agribisnis raksasa (di bidang 
pangan dan perkebunan sawit untuk bahan bakar) di penjuru dunia, kami menyatakan komitmen kami sebagai petani LVC untuk berjuang hidup-
mati bagi kedaulatan pangan, reforma agraria, benih dan kedaulatan keanekaragaman hayati, demokratisasi sistem pangan dan pertahanan yang 
kuat dari hak asasi manusia.

Kami mempertanyakan penggunaan konsep "agroekologi" dan istilah-istilah iklim yang dikeluarkan dari konteks kedaulatan pangan dan 
digunakan sebagai sarana pembenaran dari "ekonomi hijau" atau untuk penggalangan dana LSM. Kami bersikeras bahwa agroekologi hanya berlaku 
pada pertanian skala kecil dan menengah, inovasi penelitian yang dipimpin oleh petani. Agroekologi harus terintegrasi pada praktek-praktek 
tradisional, kontrol benih yang berada di tangan petani kecil dan komunitas tani di pedesaan.

Kedaulatan pangan adalah hak petani dan pengkonsumsi makanan untuk mengontrol produksi pangan mereka sendiri, pengolahan dan 
distribusi pangan yang sesuai dengan budaya dan kompensasi yang adil dan martabat bagi penyedia pangan. Kami menegaskan bahwa pertanian 
skala kecil, nelayan, penggembalaan, berburu, dan mengumpulkan pangan sangat penting untuk menetralkan perubahan iklim, dan terus memberi 
makan masyarakat dunia. Kami mmenunutut akses lahan untuk semua, khususnya kaum muda yang punya dorongan untuk memberi makan dan 
menyediakan pangan bagi komunitasnya. Kami mendesak berakhirnya invasi benih transgenik ke wilayah kami dan kami menuntut hak petani untuk 

Sambungan dari hal. 7

terus memproduksi, menyimpan dan berbagi bibit sendiri. Kita mengatakan "Tidak" untuk pertanian berbasiskan perusahaan dan mengatakan "Ya" 
kepada pertanian berbasiskan keluarga petani kecil.

LVC juga secara publik mengkritik Pemerintah Kanada karena banyak pemimpin gerakan sosial yang penting tidak dapat menghadiri Forum 
Sosial Dunia karena ratusan visa ditolak, termasuk visa dari dua pemimpin petani di delegasi LVC.

Kami juga telah mengambil kesempatan yang diberikan oleh WSF 2016 untuk mengungkapkan solidaritas kami dengan semua gerakan saat 
melawan kekerasan, perampasan, eksklusi dan serangan terhadap hak-hak demokrasi rakyat. 

Kami khusus mengungkapkan solidaritas dengan perjuangan rakyat Palestina melawan penindasan, dan eksploitasi di tangan Zionis 
Kolonialisme; perjuangan companeras dan companeros kami di Gerakan Masyarakat Tak Bertanah di Brasil melawan kudeta di negara bagian 
baru-baru ini, negara-negara pertama yang berani berjuang melawan ancaman terhadap integritas tanah mereka yang ditimbulkan oleh eksploitasi 
tar-pasir, pipa dan tindakan destruktif lainnya oleh pemodal, dan memerangi meningkatnya kekerasan terhadap orang kulit hitam dan oleh karena 
itu kami mendukung sepenuhnya Gerakan Black Lives Matter (Kehidupan Warga Kulit Hitam itu Penting).

Globalisasikan harapan, globalisasikan perjuangan.
Montreal. Quebec, Kanada, 14 Agustus 2016.

Foto: Delegasi La Via Campesina dalam Forum Sosial Dunia (World Social Forum-WSF) di Quebec, Kanada, 14/08/2016.

Bersambung ke halaman 11
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Safari Ramadan DPP SPI di Banten, 
Bogor, dan Cirebon

SERANG. Menyambut Ramadan 1437 H, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia menggelar safari Ramadan ke berbagai wilayah di 
Indonesia.

Dari Serang, Banten, safari Ramadan DPP SPI dihadiri oleh Sekretaris Umum (Sekum) Badan Pelaksana Pusat (BPP) SPI Agus Ruli Ardiansyah. 
Selain diskusi dan membahas permasalahan yang sedang dihadapi petani di Banten, safari Ramadan kali ini berhasil mengkonsolidasikan ormas 
tani, organisasi mahasiswa, dan lembaga lainnya untuk membentuk Forum Kedaulatan Pangan Banten.

“Forum ini adalah komitmen bersama  dari SPI Banten, GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), KBM Fakultas Pertanian Universitas 
Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Sentra Pertanian Rakyat, dan Saung Tani Institut,” kata Agus Ruli di Serang, Banten (26/06).

Ukar, Ketua SPI Kabupaten Lebak menambahkan, forum ini bertujuan untuk pembangunan masyarakat perdesaan dan pertanian di Provinsi 
Banten dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Cirebon
Dari Cirebon, Jawa Barat, safari Ramadan DPP SPI dihadiri oleh perwakilan petani SPI dari beberapa kecamatan. Zaini, Ketua Badan Pelaksan 

Cabang (BPC) SPI Cirebon menyampaikan, beberapa bulan terakhir ini organisasi fokus di pembenahan dan penguatan internal.
“SPI Cirebon berencana melakukan musyawarah cabang (muscab). Selain itu kami juga berencana menghidupkan kembali usaha bersama 

berbentuk koperasi yang bisa digunakan sebagai logistik organiasi,” kata Zaini di sekretariat SPI Cirebon(27/06).
Menanggapi hal ini, Sekum BPP SPI Agus Ruli Ardiansyah menyampaikan, BPP akan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPC.
“Yang harus dipersiapkan juga adalah rencana peringatan Hari Tani Nasional 24 September 2016,” tutur Agus Ruli.

Bogor
Dari Bogor, Jawa Barat, safari Ramadan DPP SPI diselenggarakan di Pusdiklat Nasional Agroekologi SPI di Cijujung. Jaya, Ketua BPC SPI Bogor 

menyampaikan, selain memperkuat internal melalui pendidikan-pendidikan, SPI Bogor juga akan semakin memasifkan pertanian agroekologi.
“Kita akan membenahi demplot-demplot pertanian agroekologi dan melanjutkan usaha kita menangkarkan benih. Kita juga akan melanjutkan 

beternak kelinci karena selain bisa diambil dagingnya, air kencingnya juga bisa dipakai sebagai pupuk,” kata Jaya (28/06).

Agus Ruli Ardiansyah mengemukakan, pembenahan demplot-demplot dan pusdiklat memang harus dimaksimalkan.
“Pusdiklat harus difungsikan sebagai tempat pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan namanya. Penelitian dan budidaya diperbanyak, tidak 

hanya produksi. Produksi harus sesuai dengan prinsip agroekologi, jangan lagi konvensional dengan kimia; kita sudah punya banyak kader yang 
sudah sukses bertani secara agroekologi, ini harus dimaksimalkan,” papar Agus Ruli.

Foto: Safari Ramadan DPP SPI di Banten

Foto: Safari Ramadan DPP SPI di Bogor

Foto: Safari Ramadan DPP SPI di Cirebon
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Impor Sapi, Jokowi Jangan Ikuti 
Kesalahan SBY

SURABAYA. Menyikapi fenomena tingginya impor daging menjelang lebaran sekaligus safari Ramadan, Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar 
diskusi bertemakan ‘Mafia Pangan di Dapur Bunda’ di Surabaya, Jawa Timur (25/06).

Dalam diskusi tersebut, Ketua Umum SPI Henry Saragih menyayangkan langkah pemerintah Indonesia yang lebih memilih jalan impor sebagai 
solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Menurutnya, langkah impor yang diambil oleh pemerintah adalah keliru dan tergesa-gesa.

“Masih banyak cara lain yang bisa ditempuh, misalnya menghimbau rakyat untuk tidak tergantung dan banyak mengkonsumsi daging sapi, 
kan masi ada daging kambing, ikan laut, ayam, bebek dan lain sebagainya yang sumber proteinnya tidak kalah dengan daging sapi,” ungkap Henry 
Saragih  di Warkop Mbah Cokro Panjang Jiwo, Surabaya.

Henry melanjutkan, SPI meminta pemerintah untuk segera menegakkan kedaulatan pangan di Indonesia yang sudah punya dasar hukum yang 
jelas.

“UU Pangan No. 18 Tahun 2012 dengan tegas menegaskan, pemerintah tidak boleh mengimpor pangan sepanjang bisa memproduksinya,” 
imbuhnya.

Henry melanjutkan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman pernah menegaskan bahwa indonesia cukup sapinya, tapi kenyataannya suasembada 
sapi yang dibilang oleh pemerintah itu tidak berhasil.

“Malangnya mereka tidak mengkoreksi data riil berapa sesungguhnya sapi yang ada dan berapa kebutuhan kita yang harus terpenuhi,” tuturnya.
Hal senada disampaikan Nurhad Zaini, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jawa Timur. Menyambung penjelasan Henry Saragih, ia 

mengemukakan, sampai saat 
ini pemerintahan Jokowi-
JK yang sudah berjalan 
hampir 2 tahun cenderung 
tidak terbuka mengenai 
perkembangan program 
swasembada sapi.

“ K e m e n t e r i a n 
Pertanian mengatakan ada 
peningkatan produksi sapi, 
tapi sampai saat ini daging 
sapi masih tetap impor,” 
ungkapnya.

Oleh karena, Nurhadi 
menambahkan, SPI 
mendesak pemerintah 
indonesia untuk sungguh-
sungguh menjalankan 
program peningkatan 
suasembada sapi di 
Indonesia, dengan 
mendorong dan 
mengembangkan produksi 
sapi yang dipelihara 
oleh petani khususnya di 
pedesaan.

“Jangan sampai Jokowi-
JK mengikuti kesalahan 
pemerintahan sebelumnya, 
pemerintahan SBY yang 
gagal total dalam program 
swasembada sapi,” 
tambahnya.

Dalam kesempatan 
yang sama, Ketua Paguyuban 
Pedagan Daging Sapi 
Segar (PPDS) Jawa Timur 
Munthowif menyampaikan, 
adanya impor daging yg 
dilakukan pemerintah tidak 
mempengaruhi harga daging 
segar di pasar tradisional.

“Harga daging segar 
menjelang lebaran ada 
kenaikan kisaram Rp 20,000 
ribu per kilogram, jadi impor 
daging yang dilakukan 
oleh pemerintah hanya 
mampu membuat pilihan 
harga daging kalau mau 
beku harganya bisa sesuai 
dengan arahan pemerintah, 
sedangkan harga daging 
segar tetap sebagaimana 
yang ditentukan pasar,” 
paparnya. ###

Bersambung ke halaman 15

Foto:Ketua Umum SPI Henry Saragih (kiri) memberi keterangan pada acara diskusi media di Surabaya, Jawa Timur

MENDATAR
1. Gapai, terima    3. Gerakan air laut yang turun naik    6. Tujuan, maksud 8. Bulu yang tumbuh di atas bibir    
9. Marah sekali, gemas    11. Berbelas kasihan    12. Sisa Pembakaran 13. Tempat resmi kapal terbang lepas 
landas dan mendarat    15. Tulang rusuk    16. National Central University (Singkatan)    17. Parit    
18. Sejenis panganan    19. Ahli Madya (Singkatan)    20. Kamu 21. Sejenis sayuran    22. Sejenis singkong    
23. Partikel atom bermuatan listrik    24. Surat Pemberitahuan    26. Negara di Eropa    30. Anjungan Tunai 
Mandiri    31. Rancangan Undang-Undang    32. Keluh, rintih     34. Roh    36. Unsur subur tanah    
37. Pengikisan (daratan)    38. Kecuali, tidak termasuk.
    

MENURUN
1. Mudah rusak    2. Ikan karnivora    4. Perkakas untuk menggerakkan atau membuat sesuatu    5. Tanda 
atau lambang sbg pengganti bilangan    6. Kata tanya    7. Bahan organik, terutama berasal dari bagian 
tumbuhan yang menjadi lapuk sesudah mengalami pelapukan di atas permukaan tanah 
8. Paham yang menyerahkan segala sesuatunya kepada mekanisme pasar    10. Provinsi di Indonesia
13. Aksesoris di kepala    14. Lapisan udara yang melingkupi bumi    25. Tanah yang digarap dan diairi 
untuk tempat menanam padi    27. Pusdiklat Nasional Serikat Petani Indonesia terletak di kota ini
28. Sejenis buah-buahn    29. Tanah luas yang ditumbuhi pepohonan dan tanaman    33. Gembira
35. Bulu binatang yang halus (seperti bulu domba) untuk bahan pakaian.



PEMBARUAN TANI
EDISI 150
AGUSTUS 2016 P E M B A R U A N  A G R A R I A16

Catatan Kritis: Impor Daging Sapi 
Untuk Siapa?

JAKARTA. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) mengadakan kelompok diskusi terarah (FGD) di sekretariatnya di bilangan 
Mampang Prapatan XIV, Jakarta Selatan (25/06). FGD ini bertajuk “Kebijakan Peternakan (Daging Sapi) Nasional : Kedaulatan Pangan VS Impor”.

Dalam  FGD ini Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, kegagalan kebijakan daging peternakan sekarang bermula dari pemerintah 
sebelumnya, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

“Pemerintahan Jokowi-JK kelihatannya tidak ingin mengulangi kegagalan pemerintahan sebelumnya. Masalahnya program yang mereka buat 
tidak berhasil akibat kesemrawutan data di lapangan, berapa sebenarnya produksi sapi kita,” kata Henry.

Henry melanjutkan, SPI bersama PPSKI, IGJ (Indonesia for Global Justice), WAMTI (Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia) dan 
lembaga lainnya pada tahun 2009 memenangkan judicial review terhadap UU Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

“Hasilnya kita termasuk negara yang berhasil mempertahankan peternakannya, terlindung dari impor daging sapi terutama yang berasal 
dari wilayah yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK). Petani peternak kita agar terlindungi, dan merupakan jalan bagaimana untuk 
peternakan kita maju,” sambung Henry.

Hal senada disampaikan oleh Teguh Boediono, Ketua Umum Perhimpunan Peternask Sapid an Kerbau Indonesia (PPSKI). Ia mengemukakan, 
tahun ini Jokowi-JK gagal menekan harga sapi hingga sekitar Rp 80.000 per kg, karena harga di pasar sekitar Rp 110.000 – Rp 120.000 per kg.

“Ini bukan tanpa sebab. Tapi ini akibat kegagalan SBY melakukan pencanangan program swasembada. Harga sekarang akibat gagalnya 
Pemerintah SBY. Rp. 18 Triliun hilang begitu aja dari APBN karena program SBY,” ujarnya.

Teguh melanjutkan, pemerintah harus jujur mengenai impor daging sapi, untuk siapa dan impor tersebut.
“Orang Indonesia yang makan daging hanya 16%. 70% sapi lokal dibuat baso. Itu realita. Ketidak jelasan sesungguhnya membuat publik panik, 

yang diperlukan impor itu untuk rakyat atau industri,” lanjutnya.
Falah, perwakilan dari WAMTI mengutarakan, implikasi harga Rp. 80.000 itu membuka keran impor.
Kita tidak perlu impor, jika optimal mengembangkan peternakan lokal. Wamti menolak keras. Di samping banyak yang dirugikan, Jokowi-JK 

punya kontrak politik untuk menyukseskan swasembada sapi,” tuturnya.
Yuli, perwakilan IGJ menambahkan, pemerintah harus punya basis data riil mengenai berapa sebenarnya kebutuhan daging (sapi) rakyat 

Indonesia.
“Bisa jadi sebenarnya kebutuhan daging rakyat Indonesia tidaklah besar, jadi tidak harus impor. Pemerintah harus tegas, impor hanya untuk 

industri,” tambahnya.
Sementara itu, FGD ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Aliansi Petani Indonesia (API), Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI), Ikatan 

Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI), Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (POPMASEPI), dan 
Bincang-Bincang Agribisnis (BBA). ###

Foto: FGD (Focus Group Discussion) tentang kebijakan peternakan nasional di sekretariat DPP SPI, di Jakarta.


